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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan
penetapan dalamperkara PermohonanlitsbatNikah yang diajukan oleh :
Pemohon |, umur46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan

Petani, tempat kediaman di Desa KampoBalano, Kecamatan
Sawerigadi, Kabupaten Muna Barat, sebagai Pemohon I;
Pemohon I, umur33tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD,
PekerjaanPetani, Tempat kediamandi Desa KampoBalano,
Kecamatan Sawerigadi, Kabupaten Muna Barat, Pemohon lI;

Pengadilan Agama tersebut;
Telahmempelajarisurat-surat yang berkaitandenganperkaraini;
Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat Permohonannya
tertanggal 5 Oktober2017 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan

Agama Raha dalam register perkara Nomor 0301/Pdt.P/2017/PA.Rhtanggal 12

Oktober 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 September 2004 Pemohon | dan Pemohon Il
melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di Desa Kampo
Balano,Wilayah hukum Kantor Arusan Agama Kecamatan Sawerigadi,
Kabupaten Muna;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon | berstatus Jejaka dalam
usia 21 tahun, dan Pemohon Il berstatus Perawan dalam usia 20 tahun,
pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah adalah Ayah Kandung
Pemohon Il bernama La Kota, dan dua orang saksi nikah yang bernama La
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Ode Mesi dan La Adi dengan mas kawin berupa 15 Boka Adat Muna,-
dibayar tunai, dan dinikahkan oleh Imam Desa setempat bernama La Ose;

3. BahwaantaraPemohon | danPemohon Il  tidakadapertaliannasab,
pertaliankerabatsemendadanpertaliansesusuansertamemenuhisyaratdantida
kadalaranganuntukmelangsungkanpernikahan, baikmenurutketentuanhukum
Islam maupunperaturanperundang-undangan yang berlaku;

4. BahwadaripernikahantersebutPemohon | danPemohon Il telahdikaruniai3
orang anakbernama 1. Wa Dewi, umur 12 tahun, 2. Arman, umur 9 tahun, 3.
Tika, umur 3 tahun;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu
gugat pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il tersebutdanselamaitu pula
Pemohon | danPemohon Il tetapberagama Islam;

6. BahwaPemohon I danPemohon I
sampaisaatinitidakmendapatkanBukuNikah ~ yang karenapetugas yang
dimintakanbantuanolehpemohonternyatalalaitidakmendaftarkanpernikahanP
emohonkepada KUA yang berwenangsementaraPemohon | danPemohon Il
membutuhkanpengesahanNikahuntukkepentingankepastianhukumdankepen
tinganhukumlainnya;

7. BahwaPemohon | danPemohon Il mengajukanpermohonaninikepadaMajelis
Hakim untukmenetapkansahnyaperkawinanantaraPemohon I
denganPemohon Il yang terjadipadatanggal 10 September 2004di Desa
Kampo Balano wilayahhukum Kantor Urusan Agama KecamatanSawerigadi,
KabupatenMuna Barat;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon | dan Pemohon Il mohon
agar Ketua Pengadilan Agama Raha, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya
berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon | dan Pemohon I yang
dilangsungkan pada tanggal 10 September 2004, wilayah hukum Kantor
Urusan KecamatanSawerigadi, Kabupaten Muna Barat;
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3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum:
Subsider:

MohonPenetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon tidak datang
menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap
sebagai wakil’/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan
patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak

ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwauntukmempersingkaturaianputusanini, makasemuahal  yang
termuatdalamberitaacarasidanginimerupakanbagian yang tidakterpisahkandari
penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,
bahwamaksuddantujuanpermohonanPemohonsebagaimanaterurai di atas;

Menimbang, bahwaternyataPemohon,
meskipuntelahdipanggilsecararesmidanpatut, namuntidakdatangmenghadap,
danketidakdatanganPemohontersebutternyatatidakdisebabkanolehsesuatuhala

ngan yang sah, olehkarenanyapermohonanPemohonharusdinyatakangugur;

Menimbang, bahwaolehkarenaperkara a quo dalambidangperkawinan,
makaberdasarkanPasal 89 ayat (1) Undang-UndangNomor 7 Tahun 1989
TentangPeradilan Agama sebagaimanatelahdiubahdenganUndang-
UndangNomor 3 Tahun 2006  danperubahankeduadenganUndang-
UndangNomor 50 Tahun 2009, biaya yang

timbuldalamperkarainiharusdibebankankepadaPemohon;

MemperhatikanPasal 148  R.Bgsertaketentuanperaturanperundang-
undangan lain yang berkaitandenganperkaraini;
MENGADILI

1. Menyatakan permohonan gugur;

2.  Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp. 91.000,00 (sembilan puluh satu ribu rupiah) ;
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Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan
majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 2 November 2017
Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1439Hijriyah, oleh Muhammad
Arif, S.HIsebagai Hakim Tunggal, penetapantersebut diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 November 2017 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1439Hijriyah, oleh Hakim Tunggal
tersebut dan dibantu oleh Muhammad RehadisTofa, SH sebagai Panitera
Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Muhammad Arif, S.Hi

Panitera Pengganti,

Muhammad RehadisTofa, S.H
Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,00
2 Biaya proses : Rp. 50.000,00
3. Biaya redaksi . Rp. 5.000,00
4.  Biaya Materai . Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 91.000,00

(sembilan puluh satu ribu rupiah)
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